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on fisik merupakan tindak

ana p
, keinginan Seksual, dan/tau o

reproduksi dengan

maksud merendahikan harkat an bat Seseorang hefdasarkan seksualitasnya
dan/ atau kesusilaannya. Na ny@tadhny@ pelecehan seksual non fisik sering
terjadi padahal sudah ada pefatutén §ang béflaku namun hanya selesai melalui
perdamaian saja. Dalam hal itu lall yalig akan dibahas dirumuskan menjadi

apa yang menjadi landasan sosiologis, ﬁlosoﬁs dan yuridis pelaku pelecehan
seksual no ﬁs?\ii idelesdtkan deeE tif t% dan bagaimana
sanksi hukum 'pi lam bagi peﬂlku pelece { sik. Penelitian ini
menggunakan metode, kepustakaan (/ibrary rasearch) dengan metode mengkaji,
membaca, menelaah bahan-bahan yang dikumpulkan daril beberapa buku, undang-
undang, jurnal, serta artikel yang berkaitan. Hasil penelitian ini adalah dalam aspek
filosofis, penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik dapat dilakukan melalui
restorative justice seperti yang diterangkan dalam Peraturan Perundangan, namun
perbuatan pelecehan seksual non fisik telah melanggar dan tidak sesuai dengan
nilai-nilai dasar seperti nilai agama, nilai keadilan serta nilai hak asasi manusia.
Dalam aspek sosiologis bahwa penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik juga
berdasarkan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif dengan
memperhatikan beberapa pertimbangan kepentingan korban dan kepentingan
hukum lain yang dilindungi, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan
masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam aspek yuridis
sanksi pelecehan seksual non fisik terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun
2022 sedangkan penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik dengan restorative
Jjustice harus mengikuti aturan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal
8 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
berdasarkan Keadilan Restoratif. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan
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seksual non fisik menurut hukum pidana Islam ialah penjatuhan hukuman ta’zir
berupa kurungan atau denda yang pengaturan dan pelaksanaannya dikembalikan
kepada aturan yang berlaku di suatu daerah dalam hal ini dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual Non
fisik.

ABSTRACT
Non-physical sexual harassment is a criminal act of sexual acts committed against the
body, sexual desire, and/or reproductive organs with the intention of demeaning a person's
dignity based on his sexuality and/or decency. However, in reality, non-physical sexual

is the sociological, philgdophical, and juridical basis foMgon-physical sexual harassment
perpetrators which caRJe resolved with restorative justicgfand how Islamic criminal law

research meth eading, analyzing d from several books,
laws, jour, s. The r'esults 0 e in a philosophical aspect,
the reso f non-physical sexwal harass ried out through
restorative jus ined in the LaWs, but the act ical sexual harassment

has violated and is¥Wot in accorganag w asié values suchas religious values, justice
values and moral values. human@ights. Il th@sodlblogical aspect, the settlement of cases
of non-physical sexual harassiient®is &l d on stopping prosecution through
restorative justice by taking into uft seVeral considerations of the interests of the
victim and other pretectecklegal-interests, aveidange of-fetaliation, response and social
harmony anmceA d@cﬁndwic org | ﬁ@mldm aF’;ié{t, the sanctions for
nor?-physical sexual harass_ment_ are contained in f\rti‘cle 5 of_Law Numb_er _12 c_Jf 2022,
while the settlement ofinon-physical sexual harassment cases V\‘Ilth restorative justice must
follow the rules and conditions listed in Article 7 and Article 8 of the Attorney General
Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination Prosecution based on Restorative
Justice. The sanction given to perpetrators of non-physical sexual harassment according
to Islamic criminal law is the imposition of ta'zir penalties in the form of confinement or
fines whose regulation and implementation are returned to the regulations that apply in an
area, in this case in Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes Sexual

Violence Crime.
Keywords: Legal Protection, Crime, Non-Physical Sexual Harassment.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebuah fakta bahwa manusia ialah makhluk sosial yang hidup secara
bersamaan. Dalam memenuhi keperluannya, manusia memerlukan hubungan
antar sesamanya. Hubungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan diri sendiri
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tetapi dengan manusia lainnya. Pemenuhan akan kebutuhan hidup manusia itu
menimbulkan ketergantungan kepada manusia lainnya. Dengan adanya
ketergantungan akan kebutuhan hidup kepada manusia lainnya menjadikan
manusia sebagai salah satu subjek hukum yang dimana Chaidir Ali
mengungkapkan bahwa “Subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian
hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat
demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban”.!
Begitupun NKRI sendiri ialah sebuah bangsa yang memegang teguh
berlakunya hukum.? Bahwa di setiap sendi kehidupan bermasyarakat tidak
lepas dari peraturan hukum yang mengikat. Dimana hukum sendiri diciptakan
sebagai bentuk politik atau kebijakan pemerintah dalam melakukan penegakan

um  Indonesia yang a
keadilan bagi seluruh rakyat

merupakan hukum yang
donesia, dapat melindungi

cberlangsungan angsa dan bernegara.’
inya s'epe'rt!' yaf@di ound “Hukum

ditetapk
berwenang atas latar bel@ka a€itafitentang ketertiban masyarakat dan
hukum yang dalam tugas gifkepentingan umum, dan tidak boleh
merugikan kepentingan in

pgrtl pyan 3 rakin sebel ny n be asyarakat tidak
lepas ﬁ\thgn man L;: hukgm. B :E“ ik maupun yang
tindakan pidana merupakan sebuah hasil ‘pen{uk peraturan hukum yang ada.

Istilah tindak pidana sendiri bukanlah hal yangbarumuncul dahulu nama ini
disebut sebagai strafbaar feit dimana Simons mengutarakan “Strafbaar feit
ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum
yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu
bertanggung jawab”.> Menurut Simons tersebut, terdapat rumusan lengkap
yang bisa diklasifikasikan sebagai unsur tindak pidana, yakni :

1. Suatu perilaku yang dilakukan oleh manusia

2. Perilaku tersebut dilarang serta ada ancaman pidana

3. Dilaksanakan oleh yang bersalah melawan hukum

! Muhammad Sadi Is, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2019), 92.

2 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3 Jon Heri, Politik Hukum, (Palembang: CV Karya Mandiri Bersama, 2021), 35.

4 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:
Penerbit Balai Pustaka, 2007), 582.

° Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2014), 96.
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4. Orang yang sanggup menanggung resiko atas perbuatannya.
“Di Pasal 10 KUHP memuat beberapa hukuman yang dapat diberikan
kepada pelaku tindak pidana, yaitu:
1. Pidana Pokok:
a. Pidana mati;

b. Pidana penjara;
c. Pidana kurungan;
d. Pidana denda;

e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan:
a. Pencabutan hak-hak tertentu;
b. Perampasan barang-barang tertentu;

seksual non
namun hal terseb® sangatlah gengingian
Tindak Pidana Pelecehan Sek8bal8ec@ira flon fisik adalah sebuah perihal yang
berhubungan dengan harkat Mart@bafdafl kéllormatan. Selain itu pengertian
tindak pidana pelecehan seksual non fisik sendiri menurut Pasal 5 UU Republik

Indonesia ofnor.'l\2 '[al?\nE202)\\TentangFl‘ ini'ai PTdaf Pe}ec han Seksual,
yakni; \ } ‘ X

“suatu tindak pidana perbuatan seksual secaga non fisik yang berbentuk
pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang fidak“patut dan mengarah
kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memperlakukan.”’

Catcalling memang terdengar seperti hal yang sedikit jarang terdengar
namun apabila kita telusuri pengertian dari catcalling itu sendiri, maka kita
akan semakin menalar dan terkejut bahwa tindakan tercela itu sering terjadi
pada kehidupan sehari-hari baik itu di lingkungan umum yang notabene
terdapat banyak sekali orang-orang di lingkungan sekitar. Salah satu contoh
kasus yang terjadi di Jakarta Timur dimana seorang perempuan yang sedang

® Tim Pustaka Buana, Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHA
Perdata, KUHP, KUHAP, (Jakarta: Pustaka Buana, 2019), 646-647.

7 Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Pelecehan Seksual
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berada di Warteg kawasan Condet telah menerima perlakuan catcalling yang
diperbuat oleh enam (6) prajurit TNI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022.8
Kejadian serupa juga terjadi baru-baru ini yang mengguncangkan dunia
pemberitaan dan dunia pariwisata, dimana seorang sopir taksi melakukan
tindakan catcalling yang ditujukan kepada seorang Perempuan WNA
berkebangsaan Rusia di jalanan kawasan Mega Kuningan tepatnya di Kedubes
RRC pada hari Senin tanggal 7 November 2022.°

Dari kedua contoh kasus tersebut merupakan kejadian yang sering terjadi
di lingkungan umum. Padahal tindakan tercela tersebut mencerminkan
keburukan perilaku manusia dan melanggar ketentuan UU Nomor 12 Tahun
2022. Sebagaimana kita ketahui UU tersebut memanglah baru diundangkan
dan menjadi bahan perbincangan banyak orang setelah Dewan Perwakilan
kita bisa melihat bahwa ada

n seksual secara non fisik

atau kesusilaannya,
pidan jara paling
da g banyak Rp.

luh juta
Munculnya kehadiran d g- rsebut dilatarbelakangi yakni
“peraturan perundang-undang@n k an dengan kekerasan seksual
belum optimal dalam memberikan pencegahan perlindungan, akses keadilan,
dan pemulihan. S &hrﬁ(fz eratiran pe an % ada saat ini
juga belum émén han hak kor ind akekerasan seksual,

211

dan belum komprehen51f-dalam mengatur mengenai hukum acara.

Di dalam maqashzd’ syariah, al-Ghazali' mehgungkapkan “maslahah
merupakan menjunjung dan memenuhi syariat seperti memelihara agama(hifz
ad-din), memelihara jiwa(hifz an-nafs), memelihara akal(hifz al-aql),
memelihara keturunan (hifz an-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal).”*?

8 Syifa Putri Naomi, “Buntut Kasus Catcalling Perempuan di Condet, 6 Prajurit TNI Minta
Maaf,” IDN Times, 19 Juni, 2022, diakses 26 Desember 2022. https://www.idntimes.com

® Muhammad Isa Bustomi, “Sederet Fakta Kasus “Catcalling” Sopir Taksi terhadap WN
Rusia di Kuningan, Kini Berakhir Damai,” Kompas, 11 November 2022, diakses 26 Desember 2022.
https://megapolitan.kompas.com

10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

12 Marsaid, Al-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam
Hukum Islam, (Palembang: Rafah Press, 2020), 73.
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Satu poin tujuan hukum Islam juga ditambahkan oleh Muhammad Muslehudin
yaitu memelihara kehormatan dirinya. Dengan adanya pelecehan ini juga
membuat pemeliharaan terhadap kehormatan diri menjadi bertentangan karena
perilaku pelecehan seksual tersebut merupakan perilaku menyimpang yang
juga termasuk ke dalam perzinahan.

Dalam Al-Quran sendiri mendekati zina terdapat dalam ayat ke 32 QS.
Al-Isra’ yang menyebutkan :

e 3105 R O 2T 1355 s
Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu
perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”
B. Metode Penelitian

yang m
Perlindungan Hukum Terh@dap K@rb dak Pidana Pelecehan Seksual
Non fisik menurut UU Noflor #2 Bahdh 2002 Ditinjau dari Hukum Pidana
Islam. Penelitian kepustak (B%br esearch), dimanfaatkan demi
meraih data sekunderseperti nkembaca iteratur tenkaitanasalah berupa buku
dan artikel, jufnal. [)fl)urz dengan menlgole s dE‘Lt r@iglfaji%1 bahan-bahan
tertulis melalui buku-buku, peratyrap UU serta dokumen terkait.1®

2. Jenis Data dan Sumber Data | A4 ¢ )

a. Jenis Data
Ada tiga bentuk tipe data yang dikemukakan oleh Syofian Siregar
dalam bukunya, antara lain: data kualitatif, dan data kuantitatif, serta

13 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Jakarta: Prenada Media Kencana, 2016), 2.

4 Nana Syaodih Sukmadinata, Mefode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Rema
Rosdakarva, 2005), 5.

15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: CV. Alfabet, 2009), 6

16 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenada Media Kencana,
2004), 167.
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data gabungan.!” Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif yang
berbentuk gagasan, konsep dan penjelasan, yang berkaitan.
b. Sumber Data
Terdapat dua sumber data penelitian hukum seperti yang
dikemukakan pada buku Metode Penelitian Hukum karya Zainuddin
Ali, yakni :

1) Data Primer, berbentuk data langsung dari sumber utamanya
melalui metode wawancara, survei terhadap perorangan atau
kelompok (orang), serta simpulan pengamatan terhadap suatu
objek, peristiwa atau simpulan suatu tes.

2) Data Sekunder, berbentuk data yang didapatkan secara tidak
langsung dalam bentuk bahan pustaka, dan literatur lainnya

dan data yang%di i emi memperoleh data
lam itian ini, seperti:
1 otoritas hukum.'®

iperg nakaf) terd'ir: dart™

a. : Al—Qur"ﬁl serta Had

Seksual.
2) UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. BEQK&);LQ, £em[:;ﬁan balEan Ag Le&t h)liu (textbook)

para ahli hukum yang berkompeten, jurnal, opini akademik, kasus-
kasus, yurisprudensi, dan hdsil simposium' terbaru tentang masalah

b. Hukufe Formal :
1) UU Nomor 12flahlin 2022 Tétang Tindak Pidana Pelecehan

penelitian.?® Pada penelitian ini akan menggunakan buku: Hukum
Pidana, A/-Figh AlJinayah, Hukum Pidana Islam, Hukum Islam, serta
skripsi maupun jurnal terkait pada penelitian ini.

3. Bahan Tersier, merupakan penjelasan bahan primer serta bahan
sekunder layaknya Kamus Hukum dan Ensiklopedia. Bahan hukum
yang dipakai terdiri dari kamus hukum, majalah, juga internet yang
memiliki keterkaitan.

17 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2013),
7-8.

18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 109.

191 Made Pasek Diantha, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Prenada Media
Kencana, 2017), 143.

2 Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 173.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Pengertian teknik pengumpulan data menurut Muri Yusuf yakni
sebuah langkah terpenting dalam melaksanakan penelitian, dikarenakan
memiliki tujuan utama yaitu memperoleh sebuah data.?’ Dalam
mengumpulkan data riset ini dilakukan dengan cara menganalisis dan
membaca data sekunder yang berisikan dokumen-dokumen yang berbentuk
bahan pustaka, literatur bacaan lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan ini.
4. Teknik Analisis Data
Saifuddin Azwar mengemukakan bahwa metode analisis data
merupakan sebuah usaha merubah sebuah data menjadi informasi yang bisa
dimengerti dan berguna terutama dalam memecahkan masalah terkait

Kualitatif yang me
lalu disimpulkangfielalui deduktif yakni mengaril konklusi dari umum
menuju spesifik.

HASIL PENELITI MBAHASAN
’ )
: OGIS, FILOSOFIS, D PELAKU
D PAT

EKSUAL NON, FISIK ISELESAIKAN

DENGAN RESTORATIVE RUS
1. Landasan Filosofis (F|IOUe m

Perli ngag m_terh dap kor seksual merupakan
sebuah halang ,pa(utrklﬁjriung tln‘ggl tilam i:m?zx r pakan negara
yang menjunjung tinggi akan tegaknya hukum |tu secara adil. Termasuk dalam
perlindungan hukumterha.dap korban pelecehan seﬂ<§ual merupakan salah satu
amanat yang telah diundangkan peraturan perundang-undangan.

Pelecehan seksual tersebut merupakan sebuah tabiat yang tergolong
kepada perilaku kekerasan seksual yang terjadi di jalan (sexual street
harassment) menjadi suatu permasalahan sosial yang tak kunjung selesai.
Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Hollaback.org sekitar 71% wanita di
penjuru bumi pernah mengalami street harassment sejak remaja (11-17 tahun)
hingga dewasa, dan lebih dari 50% terdiri dari pelecehan fisik dan sisanya
secara verbal dan visual.?3

2 Muri  Yusuf, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta: Prenada Media Kencana, 2017), 24.

22 Qaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 91.

23 Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”,
Jurnal Lex et Societatis, Vol.1 No.2, (2013), 4
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Pelecehan seksual nonfisik dapat terjadi sewaktu-waktu yang sering
muncul di masyarakat. Pelecehan yang sering terjadi di ruang publik, terutama
pelecehan verbal seperti siulan, diskriminasi jenis kelamin, dan lain-lain.
Tingkah seperti ini seringkali dibarengi dengan tatapan melecehkan yang dapat
merendahkan wanita.

filosofis yang diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan
serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan
UUD 1945. Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup
yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu
rancangan/draf peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia, dasar
filosofis itu adalah PanMingga pa insipnya tidak dibuat dan tidak
sah suatu peraturan perufdang-uhdangan t jika bertentangan dengan
Pancasila sebagai filgéfat dan dasar negara Indonesia®

untuk meme anusiaan sebagaim alam nilai-nilai
Pancasila, khus 2: “Kemanusia an beradab” Ninik
Raha defigan s‘ila-ke-5: k. h Rakyat
Indonesia”. i S kedua meffluat butir-b ilag*Kemanusiaan di

derajat, persamaan hak dan ki afll as@si $€tiap manusia, tanpa membeda-
bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan
sosial, wa?a\ kulit da bagéinya” dan ‘zﬁeannj gn gi nilai-nilai
kemanusiaan™ S%k liluﬁs), erkaitafh denJan al\ ini, pz;%in ungan terhadap
korban juga bertujuan, untuk memenuhi rasa keadilan seperti yang tertuang
dalam Pancasila sila'ke-S, 'yang berbufyi, “Keadilansosial bagi seluruh rakyat

antaranya, “Mengakui dan megpegslalsk anusia ses#fal dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluiﬁl n@ M@ha Esa“, “Mengakui persamaan
a

Indonesia”. Sila ke-5 ini yang memuat butir-butir nilai keadilan di antaranya,
“Mengembangkan sikap adil terhadap sesama”, dan “Menjaga keseimbangan
antara hak dan kewajiban”.

Walau dalam penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan melalui
restorative justice namun dalam aspek filosofis perbuatan pelecehan seksual
non fisik telah tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai dasar seperti nilai
agama, nilai keadilan, dan nilai hak asasi manusia. Apabila dikaitkan satu
persatu dari penilaian dasar tersebut, yakni pertama nilai agama bahwasanya
perbuatan pelecehan seksual non fisik tersebut adalah suatu perbuatan yang
mengarah kepada perbuatan zina. Bahkan dalam Al-Qur’an sendiri dijelaskan
janganlah mendekati zina karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang
tercela dan menyesatkan. Selain itu, disebutkan bahwa antara laki-laki dan
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perempuan untuk selalu menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan
menjaga auratnya dari siapapun yang bukan mahramnya. Kedua, nilai keadilan,
seperti yang diketahui keadilan dapat terpenuhi apabila kedua pihak sama-sama
mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing tanpa adanya
ketimpangan. Begitu juga, dalam hal keadilan yang diberikan di dalam
perbuatan pelecehan seksual non fisik. Seorang pelaku yang melakukan tindak
pidana pelecehan haruslah menerima sanksi atas perbuatannya, disamping itu
bagi korban juga harus mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun
perlindungan atas semua tindakan pelecehan. Ketiga, nilai hak asasi manusia.
Sebagai manusia yang diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan
perempuan yang memiliki kewajiban masing-masingnya untuk melakukan
suatu kegiatan. Namun dengan adanya perlakuan pelecehan seksual non fisik
tersebut membuat keme melak uatu kegiatan atau kebebasan

dalam menyuarakan s

pendapat menjadi terdncam. Hal ini dikarenakan,
1sik tersebut dapat menimbu
erempuan dalam melaksan

pelecehan seksual n

trauma yang berakibat
n hak dan kewajibannya

terhambatnya seoran

peraturan yaﬁg dlbentuk uk nuhi kebutuhan

berbagai san sosiefogis sesungguhnya

menyangkut fakta empiris m@hgebai angan masalah dan kebutuhan

masyarakat dan negara. D bahwa landasan sosiologis
fa ta-

merupakan landasan yang terdiri atasS akta yang merupakan tuntutan
kebutuhan m‘asy tEa mendoron g@ ? n peraturan
perundang- ndanfg i\t hwa aéla ses atu ﬁgﬁd ogl rn$l dibutuhkan
oleh masyarakat sehingga perlu pengateran: W

Dalam hal penyelesalan kasus pelecehan seksu'al non fisik yang menjadi
landasan sosiologis bahwa juga berdasarkan penghentian penuntutan melalui
keadilan restoratif dengan memperhatikan beberapa pertimbangan kepentingan
korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran
pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan,
dan ketertiban umum.

3. Landasan Yuridis (Wettelijke Grondlsag)

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi
permasalahan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau

24 Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia”, Jurnal Education
and Development, Vol. 10, No. 1, (Januari, 2022), 549.
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mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada,
yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum
dan rasa keadilan masyarakat.

Sanksi pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual non fisik yakni
terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang
ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi
dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan
seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual
non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau
pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

seringkali kasus seleg@i dengan cara berdamai,
pelaku merasa tidalgjera dengan perlakuan yang meéreka lakukan. Padahal

unsur pasal y butkan di atas. W; an dari pelaku
terhada i il tapi' membe is kepada
korban da keresahan di maSyarakat i j@dian pelecehan

tersebut masih Seging saja terjadi.

Secara yuridis, penyele§aia ehan seksual non fisik sendiri
bila ditinjau melalui restoraflve berkenaan dengan Peraturan
Jaksa Agung Nomor 15 2 O entang Penghentian Penuntutuan

berdasarka %ead*lan est atlf.é/ang syarat pglaksana ny terdapat dalam
Pasal 4 dan Pgsany r T ST
Pasal

(1)Penghentian penuntuta‘m berdasarquﬁ Keadilan her‘stora;if dilakukan dengan
memperhatikan:
a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;

b. penghindaran stigma negatif;
c. penghindaran pembalasan;
d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan

e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
(2)Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

25 Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia”, 549.
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subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

T &

latar belakang terjadinyajdilakukannya tindak pidana;

13

tingkat ketercelaan;

o

kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
e. cost and benefit penanganan perkara;
f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.”

“Pasal 5:

(1)Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan
penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat
sebagai berikut:

a.
b nya diancam dengan pidana dep@la atau diancam dengan
C. taunilai kerugian

- - a tid ebih dari
ua juta limawafus ribu rupi

(2)Untuk tindak™pidana terkali h ta enda, dalam hal#€rdapat kriteria atau
keadaan yang bersifat k nurut pertimbangan Penuntut
Umum dengan persetujua an@ Kejaksaan Negeri atau Kepala
Kejaksaan Negeri dapat enlntutan berdasarkan Keadilan

Restoratg ﬂllakuk gan\tetap at arat jsebagaimana
dimaksu bad& a&a (1 ruf a disertai Lr f b atau huruf

(3)Untuk tindak pidlama yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan
kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat dikecualikan.

(4)Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat
(2) huruf b dan huruf ¢ dapat dikecualikan.

(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku
dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut
pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan
penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
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(6)Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan
Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh
Tersangka dengan memenuhi syarat:

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada
korban;

2. Mengganti kerugian korban;

3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/
atau

4.

enuntltan berdasa?kan Keadil if dikecualikan

untuk perkara:

a. tindak pidana terhadap Ha n martabat Presiden dan Wakil
Presiden, negara saha kepala® négara sahabat serta wakilnya,
keter ba’n ugu 1 resuillaan,

b. tinda pldaﬁaxyrl ncam dengan Enca&n ;Lda‘a\m}ni*al;

c. tindak pidana parkdtika; | * % |

oA

d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”

Dari pandangan yuridis di atas, dalam penerapan penyelesaian kasus
pelecehan seksual non fisik dapat dilakukan dengan mengikuti aturan syarat-
syarat yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020
tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut
pendapat penulis, penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik tersebut
tidaklah relevan untuk dilakukan, dikarenakan sudah adanya ketentuan
peraturan perundang-undangan serta perbuatan pelecehan seksual tersebut
merupakan perbuatan yang sangat merugikan korban yang menyangkut harkat
martabat serta memberikan dampak trauma.
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B. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Menurut Hukum
Pidana Islam

Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah dan mampu mengatasi
setiap permasalahan kehidupan manusia seperti permasalahan pelecehan
seksual. Di dalam Islam perbuatan pelecehan seksual termasuk ke dalam
perbuatan tidak terpuji yang sangat dilarang untuk dilakukan bagi umat
muslim. Karena dalam agama Islam telah diajarkan kepada seluruh umat-Nya
untuk saling menghormati antara satu sama lain tanpa melihat posisi dan
jabatan seseorang.

Sedangkan, kodrat perempuan diciptakan oleh Allah SWT menjadi
manusia yang lebih lemah dibanding laki-laki. Allah mengasihi perempuan
sifat kasih sayang dan lemah,_lembut yang lebih besar dari laki-laki sebagai
sosok pendidik dan pembl bagl pertu an sikap, perangai dan mental
anak-anaknya. Seperti paikan Oalam an Allah SWT, Q.S. An-
Nisa ayat 34.

Eid Ealali, vA,\},,\ \}w\b’:)daau&° ”*&\qu;w\&w\jwu;

Nl c’w‘ S f))’“‘“‘) &ﬂw u%w dﬁ‘«‘ \sj‘}‘*”‘ bis G ol Slat

gﬂsu;dtfd»muwu@;\,wwwmu

Artinya: “Kaum laki-laf it impin bagl kaum Wanita, oleh
karena Allah telah méleb k ba gian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain ta)§ d rena mereka (laki-laki) telah

mena;k kag se darl harta merek | wanita yang
saleh ar)ya(n;ta Eepadae\llahm;g ! trar a{ir&;ika suaminya
tidak ada, oleh karena Allah telah memellhara (mereka). Wanita-wanita
yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi
Maha Besar.”
Agar manusia bisa menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina
maka Allah SWT telah menurunkan firmannya di dalam Q.S. Al-Isra ayat 32
yang berbunyi :
M sl yiaald A 33 15858 Y5
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”
Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
pelecehan seksual non fisik yang terjadi di kehidupan masyarakat ialah dengan
14|Sayyidina Mufakar



diluncurkannya kereta yang dikhususkan kepada penumpang wanita, serta
pemberian hak-hak dan perlindungan yang telah tercantum dalam undang-
undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Sedangkan dalam hukum pidana Islam sendiri, bentuk perlindungan yang
diberikan ialah memberikan aturan batasan dalam pergaulan sosial masyarakat
seperti sopan santun, etika berpakaian yang baik, menjaga pandangan dari hal-
hal yang dapat menjerumuskan kepada hal yang bersifat zina. Seperti yang
ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmannya Q.S. An-Nur ayat 31, yang
berbunyi:

Sadsuliie i U ) BEEy fad Vg gl chils fa el o sl oLl i

V) Sy oot Vaulsh e Gtk

G633 BA 5 et S

menampakkan |asannya kecuali ang (blasa) nam

hendaklah mereka menutupk@n Kai ke dadanya, dan janganlah
menampakkan perhiasannya Kécu mi mereka, atau ayah mereka,
atau ayah suami mereka, atau ra¥nereka, atau putra-putra suami

mereka, at §aug{ar 3 a |ﬁkl mer atau putrasputra saudara lelaki
mereka, at \pqtr:xaf dgaudara‘pere ﬂwert ef E&lanita wanita
Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki
yang tidak mempunyai kelnglnan (terhadap wanlt,a) atau anak-anak yang
belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan
kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan
bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman
supaya kamu beruntung.”

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menyatakan,
bahwa pada ayat ini juga memberi ultimatum kepada wanita mukminah untuk
menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. sebab salah satu hiasan
wanita ialah dadanya, maka ayat ini menegaskan dilarang memunculkan
keindahan mereka selain kepada suami mereka atau mahramnya. Selain itu,
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para wanita mukmin juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik
perhatian laki-laki.?®

Pelecehan seksual non fisik itu sendiri termasuk ke dalam perihal yang
baru dan tidak dijelaskan secara terperinci mengenai sanksi yang digunakan
untuk menghukum para pelaku pelecehan seksual non fisik itu. Dikarenakan
belum dijabarkan secara terperinci di dalam nash Al-Qur’an maupun Hadits,
oleh karenanya para pelaku pelecehan seksual non fisik ini divonis sanksi
hukuman ta’zir.

Penentuan vonis hukuman ta’zir diberikan atas dasar QS. Al-lIsra’ ayat
32 yang menyebutkan bahwa terdapat larangan untuk mendekati perbuatan
yang mengarah ke perzinahan yang dapat diartikan pelecehan seksual non fisik
ini sendiri belum termasuk kepada unsur-unsur perzinahan dan tidak akan
mendapatkan sanksi huku ambuk sep@ftihyang diisyaratkan dalam QS.
An-Nur ayat 2.

Adapun huk
sebelumnya mengen

dijelaskan pada bab
ukuman ta’zir ini ialah

n ta’zir itu sendiri seperti
anksi hukuman ta’zir, bah

berhak untik neng tnya yang
melakukan lecehan sekéual non fisi i j

pada bentuk-ben hukumag, tagzir litu diri maka#perbuatan pelecehan
seksual non fisik ini akan dik@nakan Sanksi Rllkuman ta’zir berupa kurungan
penjara atau denda sesuai dendg@n aturdh y rlaku seperti di Indonesia yang
diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kel?erasangefuﬂ Eeng&n ancaman piflanalpenfara Faling banyak 9
(sembilan) butand4n atali denda paling bany ‘Rp. 10.000:000,00 (sepuluh

juta rupiah). AAD A D

»
¥ o .

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dalam aspek filosofis, penyelesaian kasus pelecehan seksual non fisik dapat
dilakukan melalui restorative justice seperti yang diterangkan dalam
Peraturan Perundangan, namun perbuatan pelecehan seksual non fisik telah
melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar seperti nilai agama yang
menyebutkan bahwa menjaga pandangan, menjaga kemaluannya, menjauhi
perbuatan zina. Selain itu terdapat nilai keadilan yang menyebutkan bahwa
seseorang yang telah mendapatkan perlakuan pelecehan, pelaku tersebut
haruslah dihukum dengan setimpal. Serta nilai hak asasi manusia, yang

26 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 598-599.
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menyebutkan bahwa dengan munculnya pelecehan seksual non fisik
menjadikan seorang perempuan mendapatkan trauma yang mengakibatkan
sulitnya menjalankan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai manusia
pada umumnya.

Dalam aspek sosiologis bahwa penyelesaian kasus pelecehan seksual non
fisik juga berdasarkan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif
dengan memperhatikan beberapa pertimbangan kepentingan korban dan
kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran pembalasan, respon
dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban
umum.

Dalam aspek yuridis sanksi pelecehan seksual non fisik terdapat dalam Pasal
5 UU Nomor 12 Tahun 2022 sedangkan penyelesaian kasus pelecehan
seksual non fisik dengan restorggi mengikuti aturan syarat-
syarat yang tercantum dala eraturan Jaksa Agung

Nomor 12 Tahun2@22 tentang Tindak Pidana Kekerashn Se

B. Saran
1. Penegak hukum patut lebih tegd8 ddlan@pefigufisan kasus tindak pidana
pelecehan seksual non fisik da isisagksi yang tegas bagi para

pelaku pelecehan dengan undang undang terkait. Jangan sampai seluruh
penyelesaian l{a%s P%{ Eeks&l non fglk faele a1 d+n n cara
restorative justice ‘sebab™aturan und‘ng-un ang harus tet dltegakkan
karena pelecehan seksual merupakan pefbuatan yahg sangat merugikan
korban yang menyangkut harkat martabat serta memberikan dampak
trauma.

2. Korban pelaku pelecehan seksual non fisik untuk tidak takut melaporkan
kepada pihak yang berwajib dan berbicara di depan khalayak umum (speak
up) atas perlakuan pelecehan seksual yang diterima. Serta bagi para laki-
laki dan perempuan hendaklah untuk menjaga pandangan terhadap sesama
manusia, menjaga aurat dan berpakaianlah yang baik serta tidak
mengundang hawa nafsu.
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